
I_SUPAI I POSO
PROVINSI SULAV/ESI TEUGAH

PEPATUPAN BUPATI POSO
NOMOP 21 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PERGF,SEPAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAU YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang :  h a h w a  un tuk  melaksanakan ketentuan Pasa l  164 avat
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan K e u a n g a n  D a e r a h ,  p e r l u  mene tapkan
Peraturan B u p a t i  t e n t a n g  T a t a  C a r a  Pergeseran
Anggaran;

Mcngingat 1 .  Undang- Pasal 1 8  aya t  (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang N o m o r  2 9  Ta h u n  1 9 5 9  t en tang
Pembentukan D a e r a h  T i n g k a t  I I  d i  S u l a w e s i
(Lembaran N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  T a h u n
1959 N o m o r  7 4 ,  Ta m b a h a n  L e mb a ra n  N e g a r a
Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang N o m o r  2 3  Ta h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Ta h u n  2 0 1 4  N o m o r  2 4 4 ,  Ta m b a h a n
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana te lah  beberapa k a l i  d i u b a h  t e rakh i r
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2  Ta h u n  2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta h u n  2 0 2 3  N o m o r  4 1 ,  Ta m b a h a n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nmor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menter i  Da lam Negeri Nomor 7 7  Ta h u n
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

le n etapkan P E R A T U R A N  B U P A T I  T E N T A N G  T A T A  C A R A
PERGESERAN ANGGARAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran

belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, b a i k  berupa penambahan
dan/atau pengurangan pergeseran anggaran dapat  di lakukan an ta r
organisasi, antar uni t  organisasi, antar program, antar kegiatan, antar
sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian
onjek dan/atau sub rincian objek.

2. D o k u m e n  Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya d is ingka t  DPA-OPD ada lah  d o k u m e n  y a n g  m e m u a t
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

3. A n g g a r a n  Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat A P B D  a d a l a h  rencana  keuangan t a h u n a n  Pemerintah
Kabupaten yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

4. P e j a b a t  Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Badan Keuangan dan  Aset  Daerah Kabupaten yang
mempunyai tugas  melaksanakan pengelolaan APBD d a n  ber t indak
sebagai bendahara umum daerah.

5. B a d a n  Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD
adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.

6. T i m  Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah t im yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh
Sekretaris D a e r a h  y a n g  mempunya i  t u g a s  meny iapkan  s e r t a
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdir i  dar i  pejabat perencanaan, PPKD dan pejabat la in
sesuai dengan kebutuhan.

7. B e n d a h a r a  U m u m  Daerah yang selanjutnya disingkat B U D  adalah
PPKD y a n g  ber t indak da lam kapasitas sebagai bendahara u m u m
daerah.

8. P e n g g u n a  Anggaran yang  selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran u n t u k  melaksanakan
tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya.

9. L a p o r a n  Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan
dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang
telah ditetapkan pada awal tahun.

10. Daerah  adalah Kabupaten Poso.
11. Pemerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  s e b a g a i  u n s u r

penyelenggara pemerintahan d a e r a h  y a n g  memimp in  pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. B u p a t i  adalah Bupati Poso.
13. Sekretar is  Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
14. Perangkat  Daerah adalah u n s u r  pembantu Bupat i  Poso dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan PemerintahanDaerah
yang memimpin  pelaksanaan U rusan  Pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah.
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Pa sal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. dasar pergeseran APBD;
b. jenis pergeseran APBD;
C. prosedur pergeseran APBD; dan
d. tahapan teknis.

BAB II
DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 3

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila :
a. tcrdapat kebijakan strategis Pemerintah yang belum diakomodir dalam

APBD;
b. tcrdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau
c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III
JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pergeseran Anggaran meliputi :
a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

(1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan apabila terjadi perubahan
struktur APBD.

(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dapat
dilakukan apabila terdapat:
a. ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh pemerintah pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan
penyesuaian;

b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan

c. perubahan prioritas pembangunan di tingkat nasional atau Daerah.

Pasal 6

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
a. pergeseran antar organisasi;
b. pergeseran antar unit organisasi;
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c. pergeseran antar program;
d. pergeseran antar kegiatan;
e. pergeseran antar sub kegiatan;
f. pergeseran antar kelompok; dan
g. pergeseran antarjenis.

Pasal 7

(1) D a l a m  kondisi  tertentu, Pergeseran Anggaran yang  menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan :
a. sebelum perubahan APBD; atau
b. sesudah perubahan APBD.

(2) Pergeseran Anggaran sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf  a dilaksanakan melalui penetapan Bupati dengan
diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten, dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas
pembangunan balk tingkat nasional atau daerah.

(3) Kond is i  tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan balk tingkat
nasional atau Daerah.

(4) Pergeseran Anggaran dilakukan sesudah perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan dalam LRA.

(5) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-OPD.

Pasal 8

(1) Kond is i  mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  aya t  (3)
meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya be lum tersedia a tau  t i d a k  tersedia da lam t a h u n
anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat wajib atau belanja daerah yang bersifat
mengikat;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan t i d a k  dapat  diprediksi sebelumnya seperti bencana a lam,
bencana n o n  a lam,  bencana sosial  a t a u  kejadian l u a r  biasa,
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan
sarana/prasarana yang  dapat  mengganggu kegiatan pelayanan
publik serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran d a e r a h  l a i n n y a  y a n g  a p a b i l a  d i t u n d a  a k a n
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

(2) Perubahan prioritas pembangunan balk ditingkat nasional atau daerah
meliputi:
a. Pergeseran Anggaran y a n g  disebabkan a d a n y a  a m a n a t  d a n

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi a tau  Pemerintah Daerah
lainnya;

b. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk
teknis terhadap kegiatan y a n g  bersumber d a r i  d a n a  t ransfer
Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer
Pemerintah Daerah lainnya;

c. Pergeseran angga ran  y a n g  d isebabkan a d a n y a  percepatan
pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah terkait
kemiskinan, stunting, inflasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan
infrastruktur publik, dan reformasi birokrasi; dan/atau
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(3)

(4)

d. Pergeseran Anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian
tcrhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi
tertentu dapat dilakukan dan belanja tidak terduga.
Apabila belanja t idak  terduga sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)
tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dan
hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 9

Pegeseran A n g g a r a n  y a n g  t i d a k  menyebabkan  p e r u b a h a n  A P B D
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf  b terdiri dari :
a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 10

(1) Pergeseran Anggaran sebagaimana d imaksud  d a l a m  Pasa l  9  d a p a t
di lakukan sepanjang t i dak  mengubah maksud  d a n  t u j u a n  substansi
anggaran program kegiatan.

(2) Dalam h a l  ter jad i  kekel i ruan penginputan s u b  r inc ian  ob jek  belanja
hibah dan belanja bantuan social dalam bentuk uang dan barang/jasa,
dapat di lakukan Pergeseran Anggaran dengan t idak mengubah substansi
perencanaan awal.

Pasal 11

(1) Pergeseran Anggaran yang t idak menyebabkan perubahan APBD dapat
di lakukan:
a. sebelum perubahan APBD; dan
b. setelah perubahan APBD,

(2) Pergeseran A n g g a r a n  y a n g  d i l a k u k a n  s e b e l u m  p e r u b a h a n  A P B D
sebagaimana d imaksud pada  aya t  (1) h u r u f  a  dapat  d i l akukan  t anpa
melakukan perubahan Peraturan Bupat i  tentang penjabaran APBD, dan
selanjutnya Pergeseran A n g g a r a n  t e r s e b u t  p a d a  p e r u b a h a n  A P B D
dituangkan d a l a m  Pera turan  Dae rah  ten tang  perubahan  A P B D  d a n
Peraturan Bupati  tentang perubahan pejabaran APBD.

(3) Pergeseran A n g g a r a n  y a n g  d i l a k u k a n  s e t e l a h  p e r u b a h a n  A P B D
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f  b di tampung dalam LRA.

(4) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-OPD.

Pasal 12

Pergeseran Anggran yang t idak  menyebabkan perubahan APBD di lakukan
dengan persetujuan:
a. Sekretaris Daerah terhadap Pergeseran a n t a r  ob jek da lam jen is  yang

sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hu ru f  a.
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b. Kepala PPKD terhadap pergeseran antar rincian objel«lalam objek yang
sama dan pergeseran antar  sub rincian objel«lalam rincian objek yang
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf  b clan huruf  c; dan

c. Kepala OPD Pengguna Anggaran terhadap pergeseran uraian dar i  sub
rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf  d.

BAB IV
PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 13

(1) Persyaratan pengajuan usulan Pergeseran Anggaran meliputi:
a. S u r a t  permohonan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh

Kepala O P D  y a n g  d i t u j ukan  k e p d a  Sekretar is Dae rah  dengan
tembusan PPKD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
dan I n s p e k t o r a t  d e n g a n  m e n c a n t u m k a n  a l a s a n  m e l a k u k a n
Pergeseran Anggaran;

b. M a t r i k s  Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh kepala OPD;
dan

c. S u r a t  pernyataan tanggungjawab m u t l a k  kepa la  O P D  terhadap
terjadinya Pergeseran Anggaran yang dimohonkan.

(2) Format  matr ik  Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) h u r u f  b tercantum dalam Lampiran I  yang merupakan bagian t idak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) F o r m a t  s u r a t  pe rnya taan  t a n g g u n g  j a w a b  m u t l a k  sebaga imana
dimaksud pada ayat  (1) h u r u f  c  tercantum dalam Lampiran I I  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaiman dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) minimal melampirkan:
a. pert imbangan/penjelasan d i lakukannya Pergeseran Anggaran yang

mengalami perubahan berupa penambahan dan /a tau  pengurangan
akibat dari Pergeseran Anggaran;

b. da f ta r  s u b  kegiatan y a n g  mengalami Pergeseran Anggaran a n t a r
kegiatan, sub kegiatan, antar  jenis, antar  objek, antar  r incian objek,
antar sub r incian objek serta revisi perubahan redaksi pada ura ian
rician objek belanja; dan

c. rancangan perubahan DPA OPD yang menggambarkan Pergeseran
Anggaran antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian objek.

(2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) t i dak
dapat di lakukan dalam hal:
a. Anggaran da lam program/kegiatan berkenaan te lah direalisasikan;

dan
b. mengubah lokasi  pelaksanaan kegiatan pada ura ian belanja modal

yang menyebabkan ketidaksesuaian indicator keluaran program dan
kegiatan.
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Pasal 15

(1) Sekretaris D a e r a h  m e n e r u s k a n  u s u l a n  Pergese ran  A n g g a r a n
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat  (1) h u r u f  a kepada PPKD
untuk melakukan telaah terhadap usulan pergeseran yang disampaikan.

(2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menelaah dokumen usulan
Pergeseran Anggaran yang diajukan dan menjadwalkan rapat bersama
TAPD u n t u k  d i l a k u k a n  pembahasan te rhadap  u s u l a n  y a n g  t e l a h
disampaikan.

(3) TAPD da lam melakukan rapat  pembahasan dapat  mengundang OPD
pengusul j ika dipandang perlu.

(4) H a s i l  R a p a t  TA P D  d i t u a n g k a n  d a l a m  B e r i t a  A c a r a  r a p a t  y a n g
ditandatangani oleh seluruh TAPD.

(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TAPD
menetapkan kewenangan dakam rangka penerbitan Sura t  Keputusan
Persetujuan Pergeseran Anggaran.

(6) D a l a m  h a l  has i l  pemi l ihan usu lan  pergeseran anggaran merupakan
kewenangan P e n g g u n a  A n g g a r a n ,  P P K D  m e n y a m p a i k a n  S u r a t
Pemberitahuan kepada Kepala OPD u n t u k  membuat Surat  Keputusan
Persetujuan Pergeseran Anggaran.

(7) S u r a t  Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran yang ditandatangi
oleh Pengguna Anggaran disampaikan kepada PPKD.

(8) F o r m a t  K e p u t u s a n  P e r s e t u j u a n  Pergese ran  A n g g a r a n  m e n j a d i
kewenangan Sekretaris Daerah, kewenangan PPKD d a n  Kewenangan
Pengguna Anggaran te rcantum da lam Lampi ran I I  y a n g  merupakan
bagian t idak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Kepala Perangka t  D a e r a h  s e l a k u  P A  bertanggungjawab a t a s  u s u l a n
Pergeseran Anggaran dan t idak dapat mengadakan perikatan dengan p ihak
ketiga atau pihak lain terhadap program dan kegiatan yang akan di lakukan
pergeseran sebelum penetapan perubahan DPA-OPD.

BAB V
TAHAPAN TEKNIS

Pasal 17

(1) J i k a  proses Pergeseran Anggaran t e l a h  d i se tu ju i  Sekretar is  Daerah ,
PPKD a tau  Kepala OPD m a k a  TAPD membuka  jadwal  tahapan  APBD
pergeseran.

(2) TA P D  m e m b u k a  k u n c i  s u b  k e g i a t a n  y a n g  menga lam i  Pergeseran
Anggaran setelah mendapat persetujuan.

(3) D a l a m  Pergeseran A n g g a r a n  k o n d i s i  t e r t e n t u ,  TA P D  pe rencanaan
membuka f i tu r  tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi
pada Perangkat Daerah yang diperlukan.

(4) O P D  y a n g  mengusulkan Pergeseran Anggaran meng inpu t  Pergeseran
Anggaran p a d a  s is tem in fo rmas i  Pemer in tah Dae rah  sesua i  dengan
Pergeseran Anggaran yang telah disetujui.

(5) Kepa la  OPD telah memast ikan bahwa s u b  kegiatan dan  belanja te lah
sesuai dengan k lasi f ikasi ,  kodef ikas i  d a n  n o m e n k l a t u r  perencanaan
Pembangunan d a n  k e u a n g a n  d a e r a h  y a n g  b e r l a k u ,  s e l a n j u t n y a
melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran.
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(6) TAP) )  unclitkukan p r in t )  twat] jadtval  API)))  pet ge!ag ! a g e n t ) ]  .ieittaii
Pet gest., an Ammtrit i t  !.ele!uti.

(1) TA N )  mettei l tpniut Peruholm]]  l ' e t a l l u a n  I I u p a i i  )(guru)); Petij ithanut
API))) d i m  nienyampailcan S w a t  penther i ta l luan I « •  )adit p i m p i n a n
I)e‘vall Petivalcilan Hal:yat IN t r rah  u n l u k  Pergeseran Auggaratt yang
inenvehablian Pertilmhan APIII) pada l«)nclisi

(8) Pe i ro isunan tencima anggaran nas  clan validasi peruhal l in i  l )PA-()PI)
iwngusul clan 11111).

BAB VI
KETIOITUAN PENTUP

Pasal 18

Pada sant Pcraturan Bupati ini  mulai berlalcu, Pcraturan Bupati Poso Nomor
38 'Tabun 2021 t cn tang  Ta ta  Cara  Pergescran Anggaran (E3critn Dacrah
Kabupaten Poso Ta b u n  2021 Nornor  38), d icabut  clan dinyatalcan
bcrIalcu.

Pasal 19

Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s c t i a p  o r a n g  mcngctahuinya,  mcmcr in tahhan  pe rundangan
Pcraturan Bupat i  in i  dengan pcncmpatannya dan Bcri ta Dacrah Kabupaten
Poso.

D i t e t a p k a n  cli Poso
pada tangga l  S  Aprit  2 0 2 4

BUPATI POSO,

ttcl

VERNA G.M 1NKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 0 2 4

SEKRETARIS DA K A B U P A T E N  POSO,

E.G TAMPA!

BER1TA DAERAI-1 KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 2-1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
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LANH)IRAN II PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR T A I I U N  2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

t

PEMEIUNTAH KABUPATEN POSO
NAMA OPD

Jahn Palau Sumba No I Tell) (0-152) 21421 Fax (0452) 23638 Poso 94619

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Sava yang bertandn tangan di bawah ini:
l lama :
NIP
Jabatan:

l)engan ini menyatakan bahwa:
Bertanggungjawab p e n u h  t e rhadap  u s u l a n  pergeseran anggaran  y a n g  t e l a h

disampaikan sesuai dengan surat Dinas/Badan/BagianN o m o r  T a n g g a l

2. Usu lan pergeseran anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan

3. Dst. . .

4. Usu lan pergeseran anggaran te lah  d iperhi tungkan sampai  dengan s u b  R inc i a r

Objet: dan telah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan  d a n  d ibuk t i kar

dengan matrik pergeseran anggaran yang telah kami sampaikan.

Demikian s u r a t  pernytaan i n i  d ibua t  dengan sesungguhnya d a n  sebenar-benarny;

un tuk  digunakan sebagaimana mestinya.

Poso, . . .  20...
Kepala Dinas/Badan

Selaku Pengguna Anggaran

MATERAI 10.000,-

(Nama Lengkap)
NIP.

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG
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LANInwAN III pERATLJRAN I nii)ATI pus( )
NOMOR T A I I U N  202,1
'rENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

A. Format  Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(kop Sekretariat Dacrah)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR: / / B R A D / 2 O 2 4

TENTANG
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN OBJEK DALAM JENIS

YANG SAMA DINASK A B U P A T E N  POSO

Menimbang a .  B a h w a  dalam rangka optimalisasi kegiatan u n t u k  efiseinsi
belanja pada  Dinas/Badan  K a b u p a t e n  Poso,  malca
dibutuhkan pergeseran anggaran
Bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan h u r u f  a

b. d ia tas ,  p e r l u  d i te tapkan  m c l a l u i  Kepu tusan  Sekre tar is
Daerah Kabupaten Poso

mengingat: 1 .  Pera tu ran  Pemer intah N o m o r  1 9  Ta h u n  2 0 1 9  t e n t a n g
Pengelolaan Keuangan Daerah;

2 P e r a t u r a n  Menter i  Da lam Negeri Nomor  7 7  Ta h u n  2 0 2 0
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Pera turan
4. Pera tu ran  Daerah Nomor t e n t a n g  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
5. Pera tu ran  Bupati NomorT e n t a n g  Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun
Anggaran

6. Pe ra tu ran  Bupati Poso Nomor t e n t a n g  Tata Cara
Pergeseran Anggaran;

7. S u r a t  Permohonan Kepala Dinas/Badan K a b u p a t e n
Poso Nomor T a n g g a l  P e r i h a l  usulan Pergeseran
Anggaran

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU :  P a d a  Prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Kepala

Dinas/Badan K a b u p a t e n  Poso dapat disetujiui dan dapat
dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran
Pada sub kegiatan :
a. S u b  kegiatan
b. S u b  kegiatan
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KEDUA :  Perangkat  dae rah  segera melakt ikan penginputan d a t a
pergeseran anggaran p a d a  apl ikasi  S I N )  cleogan te l rh ih
dahulu berkoordinnsi dengan B K A D b u p a t e n  l'oso umok
membuka jadwal tahapan API3D Pergeseran clan pembukaan
kunci sub kegiatan yang mengalnmi pergeserati.

KETIGA :  Kepa la  P e r a n g k a t  D a e r a h  m e i m i s t i k a n  b a h w a
programiltegiatan/sub kegiatnn d a n  belanja te lah sesuni
dengan k l a s i f i k a s i  ( I n n  n o m e n k l a t u r  pe▶eneaumnn
Pembangunan dan  keuringan cfnerali serta sesuni dengan
pctunjuk tel:nis d im  petunjuk pelaksanann yang
selanjutnya melakukan validasi kegintnn yang  Meng/141111i
pergeseran anggaran;

KEEMPAT :  Pergeseran Anggran i n i  akan diformulasikan daln▶n format
DPPA-OPD Tahun Anggaran

KELIMA :  Kepa la  O P D  bertanggungjawab p e n u h  te rhadap u s u l a n
pergeseran anggaran yang telah disampaiknii;

KEENAM :  I<eputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkati.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal  2 0 . . . .

Sekerturis Daerah,

Nt111111

CO Dipindai dengan CamScanner

https://v3.camscanner.com/user/download


F o r m a t  Kepu tusan  Kepala BRAD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP BRAD)

KEPUTUSAN KEPALA BKAD KABUPATEN POSO
NOMOR : 900/   / B K A D / 2 0 . . . .

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN RINCIAN OBJEK
DALAM OBJEK YANG SAMA/ SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG

SAMA DINASK A B U P A T E N  POSO

Menimbang: a .  b a h w a  dalam rangka optimilisasi kegiatan untuk  efisiensi belanja
pada Dinas/Badan  K a b u p a t e n  Poso, maka
dibutuhkan pergeseran anggaran;

b. b a h w a  pergeseran sebagaimana d imaksud dengan h u r u f  a  d i
atas, p e r l u  d i t e tapkan  m e l a l u i  K e p u t u s a n  K e p a l a  B K A D
Kabupaten Poso.

Mengingat :  1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenteng Pengelolaan
Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun  2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan D a e r a h  N o m o r   t e n t a n g
Anggaran Pendapatan d a n  Be lan ja  Daerah Ta h u n  Anggaran

4. Peraturan Bupat i  Nomor  t e n t a n g  Penjabaran Anggaran
dan B e l a n j a  D a e r a h  K a b u p a t e n  P o s o  T a h u n  A n g g a r a n

5. Peraturan Bupa t i  Nomor   t e n t a n g  Ta t a
Cara Pergeseran Anggaran ;

6. S u r a t  pe rmohonan  K e p a l a  D i n a s /  B a d a n
Kabupaten Poso Nomor   T a n g g a l   P e r i h a l
Usulan Pergeseran Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapan :
KESATU :  P a d a  prinsipnya usulan Pergeran A n g g a r a n  Kepala D inas /Badan

 K a b u p a t e n  Poso dapat  d isetu ju i  d a n  dapa t  d i laksanakan
sebelum perubahan  A P B D  Ta h u n  Anggaran  p a d a  s u b
kegiatan :
a. S u b  kegiatam
b. Sub  kegiatan

KEDUA :  Perangkat  daerah segera melakukan penginputan data  Pergeseran
Anggaran pada Aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi
dengan BKAD Kabupaten Poso u n t u k  membuka jachval tahapan
APBD pergeseran d a n  pembukaan  k u n c i  s u b  keg ia tan  y a n g
mengalami pergeseran;

KETIGA :  Kepa la  OPD memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan
belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan d a n  keuangan daerah  s e r t a  sesua i
dengan petunjuk teknia dan petun juk  pclakaanaan yang berInku.
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KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM :

selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran
Anggaran;
Pergeseran Anggaran in i  akan diformulasikan dalam format DPPA-
OPD Tahun Anggaran 20...;
Kepala OPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran
anggaran yang telah disampaikan;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 0 . . . .
Kepala Badan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Poso,
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01 mat k e p u t u s a n  ()PI)  Tentang Persetujuan Perp,esaran Anggaran

Menimbang: a.

b.

bahwa dalam rangka optimilisasi kegiatan ul l t l l lc  efisiensi belanja
pada Dinas/Badan  K a b u p a t e n  Poso, makes
dibutuhkan pergeseran anggaran;
bahwa pergeseran sebagaimana d imaksud  dengan  h u r u f  a  c l i
atas, p e r l u  d i t e t a p k a n  m e l a l u i  K e p u t u s a n  K e p a l a  B K A D
Kabupaten Poso.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenteng Pengelolaan

2.
Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta h u n  2020 ten tang

3.
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan

4. Peraturan D a e r a h  N o m o r   t e n t a n g

5.

Anggaran Pendapatan d a n  B e l a n j a  D a e r a h  Ta h u n  A n g g a r a n

Peraturan Bupat i  Nomor  t e n t a n g  Penjabaran Anggaran

(KOP O11))

KEPUTUSAN KEPALA I3ADAN/DINAS K A 1 3 U P A T E N  POSO
NO1\1OR •/ / 2 0

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN URAIAN
DART SUB R1NCIAN OBJEK

BADAN/DINAS

KEPALA BADAN/DINASK A B U P A T E N  POSO

dan B e l a n j a  D a e r a h  K a b u p a t e n  P o s o  T a h u n  A n g g a r a n

6. Pera tu ran  B u p a t i  N o m o r   t e n t a n g  Ta t a
Cara Pergeseran Anggaran ;

7. S u r a t  p e r m o h o n a n  K e p a l a  D i n a s /  B a d a n
Kabupaten Poso  N o m o r   T a n g g a l   P e r i h a l
Usulan Pergeseran Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapan :
KESATU :  P a d a  prinsipnya usulan Pergeran atas ura ian dar i  Sub r inc ian  ob jek

oleh Kuasa  Pengguna A n g g a r a n /  Kepa la  B idang   d a p a t
disetujui dan dapat  dilalcsanalcan sebelum Perubahan APBD Ta h u n
Anggaran 20...:

KEDUA :  Perangka t  Daerah menyampaikan permohonan ke  BKAD Kabupaten
Poso berkenan penginputan da ta  pergeseran anggaran a tas  u ra i an
dari sub rincian objek SIPD;
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KETIGA K u a s a  Pengguna/PPTK memast ikan  bah‘va p rog ram/keg ia tan /  s u b
kegiatan dan  belanja telah sesuai dengan klasi f ikasi,  kodef ikas i  d a n
nomenk la tu r  perencanaan p e m b a n g u n a n  d a n  k e u a n g a n  d a e r a h
serta sesuai dengan petun juk  teknis dan pe tun juk  pelaksanaan yang
berlaku, se lan ju tnya  melakukan val idasi  kegiatan y a n g  menga lami
Pergeseran Anggaran;

KEEMPAT P e r g e s e r a n  Anggaran i n i  akan  d i formulas ikan da lam f o r m a t  DPPA-
OPD Tahun Anggaran 20...;

KELIMA K e p u t u s a n  in i  berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 0 . . .

Kepala Badan /D inas

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG
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